
GT'BERIfi'R ![UAA TEIT(X}ARA TITI'R

PERATURAN GT'BERITUR ITUSA TEI|GGARA TIUUR
NotoR {2 TNIUN 2Ols

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGGARA TIMUR

NoMoR49TAHUN2oI8TENTANGSTANDARoPERASIoNALPRoSEDUR

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BIRO PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DEI|GAIT RAITUAT TIT'HAN YAIIG UAHA ESA

GT'BERNTTR NUSA TENGGARA TIMUR,

lleninbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

efektifdanefisiensertauntukmeningkatkankinerja
Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur'

diperlukanStandarOperasionalFrosedurAdministrasi
Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor 49 tahun 2018 telah ditetapkan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

c. bahwa telah terjadi perubahan pada l'ampiran Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2O18

tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Peraturan

Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49

Tahun 2Ol8 tentang Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggar a Timur; (/



Mengingat Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

r6a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28

Tahun 2Ol7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Stdndar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2Ot7 Nomor 271;

TETIIIUSKAI| :

[enetapkan : PERATURAIf Gt BERItttR TENTAITG PERITBAIIAII ATAS
PERATI'RAIT GT'BERI|I'R IVUSA TEI|GGGARA TIUT'R
NOTOR 49 TAIIT'IT 2018 TEITTAI|G STAITDAR
OPERASIOI{AL PROSEDI'R AI'UII{ISTRASI
PEUERII{TAHAIS PAI'A BIRO PEUERII{TAITAI{
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ITUAA TEIfGGARA
TIUT'R.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 49 tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O18
Nomor 5O), diubah sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SOP AP Biro Pemerintahan.

(2) Jenis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. SOP Penanganan Surat Masuk di Biro Pemerintahan;

b. SOP Penanganan Surat Keluar di Biro Pemerintahan;

2.

3.

c. SOP Penanganan Nota Dinas di Biro Pemerintah 
"o; ry



d. SOP Pengajuan TOR Pe{alanan Dinas di Biro Pemerintahan;

e. SOP Penerbitan Surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Biro

Pemerintahan:

f. SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Biro

Pemerintahan;

g. SOP Pangajuan Surat Usulan Pensiun PNS di Biro Pemerintahan;

h. SOP Peng4juan Surat Usulan Cuti PNS di Biro Pemerintahan;

i. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester di Biro

Pemerintahan:

j. SOP Penyusunan Laporan Tahunan di Biro Pemerintahan;

k. SOP Penyusunan Rencana Trategis (RENSTRA) di Biro Pemerintahan;

l. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Pemerintahan;

m. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di Biro

Pemerintahan;

n. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan;

o. SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS di Biro Pemerintahan;

p. SOP Pengajuan SPP UP (Uang Persediaan) di Biro Pemerintahan;

q. SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS di Biro Pemerintahan;

r. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Biro

Pemerintahan:

s. SOP Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ)di Biro

Pemerintahan;

t. SOP Verifikasi Dokumen Ususlan Pemekaran Kabupaten / Kota di Provinsi

Nusa Tenggara Timur;

u. SOP Penerbitan Rekomendasi Gubernur terkait Usulan Penetapan Calon

Daerah Pemekaran (CDP) Kabupaten/ Kota;

v. SOP Verifrkasi Dokumen Usulan Pemekaran Kecamatan;

w. SOP Penerbitan Rekomendasi Gubernur tentang Pemekaran Kecamatan

Baru;

x. SOP Verhkasi Usulan Dokumen Pengesahan dan Pelantikan Kepala

Daerah dn Wakil Kepala Daerah;

y. SOP Pembuatan Surat Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah;

z. SOP Verifikasi Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan

Anggota DPRD Frovinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD Kabupaten/ Kota

se- Nusa Tenggara Timur;

aa.SOP Pembuatan Surat Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan

dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pembuatan Keputusan

Gubernur NTT tentang PAW Pimpinan dan Anggota DPRD;

bb. soP Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di

Biro Pemerintah 
"o. A



(3) Judul soP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yane telah diubah adalah

sebagaimana tercantum dalam L,ampiran dan merupakan bagran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasd II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan yang diatur

dalam Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di KuPang

pada tanggal M Wpu*t 2Ol9

h 
GUBERNUR "Y]);::9RA 

rrMURy'

\t7

l:*" 
BttltcTllu I"aIaKoDAT

Diundangkan di KuPang

pada tanggal 
^& 

PqRqAet 2OL9

SEKRETARIS DAERAH

4,PROVINSI NYIA TENGGARA TIMUR'

il"--- uArrc IfB
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR l/t

/,



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ,40 TAHUN 2019

TANGGAL :98 paqg/Aflt 201e

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTARSI PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 01 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari 2019
Ianggal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. MTKHAE{ reRruaruoez
NrP. 19590924 198503 1 010

Judul SOP Penanganan Surat Masuk di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 201 0-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. MenguasaiTata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar 1

2
J
4

Komputer
ATK
Buku Agenda Surat Masuk
Telepon/Faximili

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan
berdampak pada terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

1



Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
No. Tahap Kegiatan Pengadm in istrasi

Umum
Kepala Biro Kepala Bagian

Kepala Sub
Bagian

Pengadmin istrasi
Persuratan

Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima surat dengan menandatangani tanda

terima surat, mencatat dan membukukan surat

masuk, kemudian melengkapi dengan lembar

disposisi dan meneruskan kepada Kepala Biro'

( t,,.' -t
Surat masuk,
Buku agenda
surat masuk

5 menit Surat masuk
lerlampiri lembar
Cisposisi

Menelaah surat masuk, mendisposisi lembar

disposisi sesuai perihal surat kemudian meneruskan

kepada Pengadministrasi Umum.

Surat masuk
terlampiri lembar
disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi

-

5 menit
? Menerima, mencatat dan Mendistribusikan kepada

Kepala Bagian sesuai disposisi Pimpinan.
Disposisi Disposisi

Menelaah perintah Pimpinan sesuai disposisi'

selanjutnya membuat disposisi kepada Kasubag

sesuai dengan tuPoksi. It-
Surat masuk dan
Disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi

Melaksanakan dan menindaklanjuti surat masuK

sesuai disposisi dan menyerahkan ke

Pengadministrasi Persuratan untuk diarsipkan.

Surat masuk dan
Disposisi

40 menit Surat masuk dan
Disposisi

.Yt

tt"'"*J
10 menit Surat masuk dan

bukti
dokumentasi

Mengarsipkan surat masuk Disposisi

7



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

7 Januari2ol

Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

D rs. 
-M 

I KHAE!\IEBNANPEZ
NtP. 19590924 198503 1 010

Penanganan Surat Keluar di Biro Pemerintahan

Kualifikasi
1 PendidikanminimalSLTA
2. MenguasaiTata Naskah Dinas

ang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025'
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

PenyusunandanPenerapanStandaroperasionaIProsedurAdministrasi
Pemerintahan.

3. peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT'

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan standar operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provinsi NTT.

1. Komputer
2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk

4. Stempel

P Penanganan Surat Masuk

Pencatatan dan
1. Pada Agenda Surat Keluar

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

| 9rrrr9srsrr
ambat maka akan berdamPak Pada

terlambatnya tindaklanjut surat keluar'



No. Tahap Kegiatan

Mutu Baku
Keterangan

Kabag
Pemerintahan

Umum
Kasubag TU Biro

Pengadm inistrasi
Umum

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubag untuk menyiapkan
konsep surat keluar @

Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

10 menit Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

Terkait SOP
administrasi Surat
Masuk

2 Menugaskan Pengadministrasi Umum
untuk menyiapkan konsep surat keluar t_F Surat masuk,

Disposisi,
Petuniuk

10 menit Disposisi,
Petunjuk,
Penuqasan

Menyiapkan konsep surat keluar
berdasarkan disposisi pimpinan dan
mengajukan kepada Kasubag TU Biro

Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

10 menit Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

4. Menelaah, mengoreksi konsep surat
keluar. Apabila setuju diteruskan kepada
Kabaq Pemerintahan Umum, Apabila tidak

Ya Tida k

Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

60 menit Konsep surat
keluar

setuju dikembalikan kepada
Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki.

E Menelaah, mengoreksi konsep surat
keluar, Apabila setuju diteruskan kepada
Kepala Biro, Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubag TU Biro
untuk dioerbaiki.

Tidak

Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

60 menit Konsep surat
keluar

Ya

6. Menelaah, mengoreksi konsep surat
keluar. Jika setuju menandatangani. Jika
tirl:k sctrrir r rjikemhelikan kcnarla Kah.ao Tidak

Surat keluar 10 menit Surat keluar

Pemerintahan Umum untuk dioerbaiki.

7 Mengagenda dan memberikan nomor
surat, mendistribusikan dan mengarsipkan

J

t t*_,
Surat keluar 5 menit Surat keluar

dan nomor
surat, bukti
dokumentasi

'(u

#



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 03 Tahun 2019
Tanqoal Pembuatan 7 Januari 2019
Tangqal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Umum

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

lKHAEL FERNANDEZ
19590924 198503 1 010

Judul SOP Penanganan Nota Dinas di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

A

t. Pendidikan minimal SLTA.
Menguasai Tata Naskah Dinas.2.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.
2. Komputer.
3. Buku Agenda Surat Masuk.
4. Printer.

Perinqatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Nota Dinas Kepala Biro terlambat diproses akan berdampak

pada penyampaian informasi sesuai isi nota dinas.
1. Pada agenda Surat Keluar.

2. Disimpan sebagaidata elektronik dan manual.

Jt/



No Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kepala Bagian

Kepala Sub
Bagian

Pengadministrasi
Umum

Kepala Biro
Umum

Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 I 9 10

1 Menugaskan Kasubag untuk
menyiapkan Konsep Nota Dinas. P Surat Masuk,

Disposisi, Petunjuk
10 menit Disposisi, petunjuk,

penugasan

a Menugaskan Pengadministrasi Umum
untuk menyusun konsep Nota Dinas
dan menyiapkan kelengkapan bahan
nota dinas.

-----]r- Surat Masuk,
Disposisi, Petunjuk

10 menit Disposisi, petunjuk,
penugasan

Menyusun dan menyiapkan konsep
Nota Dinas beserta kelengkapan
bahan nota dinas dan menyampaikan
ke Kasubag.

dl
I

Surat Masuk,
Disposisi, Petunjuk

l jam Konsep Nota Dinas &
bahan kelengkapan
nota dinasH

4. Menalaah, mengoreksi. Apabila setuju
memaraf dan mengajukan konsep
Nota Dinas kepada kepala bagian.
Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Pengadministrasi Umum
untuk diperbaiki.

Tidak
(*'

Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas

"\

6 Menelaah dan mengoreksi. Apabila
setuju memaraf dan mengajukan
konsep Nota Dinas kepada Kepala
Biro. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki.

YA

Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas

o Menelaah, mengoreksi dan
menandatangani Nota Dinas

Konsep Nota Dinas 10 menit Nota Dinas

Tidak

a Mengirimkan dan mengarsipkan nota
dinas. 6 Nota Dinas 5 menit Nota Dinas dan bukti

dokumentasi

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 04 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 7 Januari 2019
Tanqgal Revisi
Ianqqal tfektit
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

ors. rut xHaEu FIRruaruoEz
NtP. 19590924 198503 1 010

Judul SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2O'\O-2O25.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalan Dinas Luar
Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai Tidak
Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya.
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

4.

1. Pendidikan minimal SLTA.
Menguasai Tata Naskah Dinas.2.

Keterkaitan : Peralatan/Perlenqkaoan :

1. SOP penanganan Nota Dinas.
2. SOP Penerbitan SPT/SPPD Pejabat Eselon lll, Pejabat Eselon lV, Pejabal

Pelaksana Khusus dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Sekretarial
Daerah.

1.

2.

4.
6

ATK.
Komputer.
Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.
Telepon.
Printer.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan TOR perjalanan dinas tidak sesuai prosedur akan berdampak pada
keterlambatan penerbitan SPT dan SPPD.

1. Buku Jaga Perjalanan Dinas.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

rry



Mutu Baku

Keterangan

No. Tahap Kegiatan
Kepala Biro

Pemerintahan
Kelengkapan Waktu Output

Bendahara
Kepala Sub
Bagian TU

Kabag Pemerintahan
Umum

5 6 7 I 9 10

1 2 3 4
Disposisi, agenda
kerja

30 menit Konsep TOR
perjalanan dinas

1 Membuat konsep TOR perjalanan dlnas

kemudian menyampaikan ke kasubag'

Konsep TOR
perjalanan dinas

5 menit Konsep TOR
perjalanan dinasz --nremerixsa-emerixsaoanmemaraf ToR

perjalanan dinas yang diajukan' Apabila

setllu memaraf dan diteruskan kepada

Kabag, Apabila tidak setuju dikembalikan

keoada Bendahara.

Konsep TOR
perjalanan dinas

5 menit Konsep TOR
perjalanan dinas

rrrrEn'erik--,ksaron-en'eriksaronper 
jalanandinasyang

diajukan.Apabila setuju memaraf dar

diteruskan kepada Kepala Biro, Apabile

tidak setuju dikembalikan kePadt

Kasubag.

I ria.r YA

I o,-

Konsep TOR
perjalanan dinas

10 menit TOR perjalanan
dinas4 lrfenefaan, mengoreksi dan

menandatangani TOR perjalanan dinas

yang diajukan.
YA

TOR perjalanan dinas 5 menit TOR perjalanan
dinas@alanan dinas

menjadi SPT dan SPPD di asisten clan

biro pemerintahan dan menyerahkan

pada ASN Yang ditugaskan'

,t-
I Setesal



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 05 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari 2019
Tanqqal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NtP. 19590924 198503 1 010
Judul SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri

Sipil di Biro Pemerintahan
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administarsi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan minimal SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perleng kapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
SOP Penanganan Surat Masuk.2.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala Terlambat diterbitkan maka akan berdampak pada
terlambatnya PNS yang bersangkutan mendapatkan hak gaji sesuai penetapan terbaru.
Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat 1

bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai.
z.

1 Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.2.

DTS. MIKHAELUIERNANDEZ

;p



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Pemerintahan
Umum

Kepala Sub
Bagian TU

Pengelola
Kepegawaian

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menugaskan Kasubag untuk menginventarisir
dan memproses PNS yang telah memenuhi
syarat waktu untuk Kenaikan Gaji Berkala.

f M,r"'l-r_
Pedoman Peraturan
Perundang-undangan

15 menit Penugasan

z Menugaskan pengelola kepegawaian untuk
menginventarisir data PNS yang memenuhi
syarat kenaikan gaji berkala dan menyusun
konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji

berkala.

Pedoman Peraturan
Perundang-undangan
oan penugasan

30 menit Penugasan,
arahan dan
petunjuk

J Menginventarisir data PNS yang memenuhi
syarat kenaikan gaji berkala kemudian
menyusun konsep Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji Berkala (PKGB) dan
menyampaikan kepada kasubag.

Penugasan, arahan
dan petunjuk

2 Jam Konsep Surat
PKGB dan syarat
kelengkapan

Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan
administrasi lainnya. Apabila setuju
membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kabag.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
Pengelola Kepegawaian untuk diperbaiki.

Ya
Tidak

Konsep Surat PKGB
dan syarat
kelengkapan

10 menit Konsep Surat
PKGB dan syarat
kelengkapan

6 Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan
administrasi lainnya. Apabila setuju
membubuhkan paraf dan diteruskan ke Karo.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
Kasubag untuk diperbaiki.

YA

Konsep Surat PKGB
dan syarat
kelengkapan

'1 0 menit Konsep Surat
PKGB dan syarat
kelengkapan

b Memeriksa dan mengoreksi konsep Surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala beserta
kelengkapan administrasi dan menandatangani

Tidak
Konsep Surat PKGB
dan syarat
kelengkapan

'10 menit Surat
Pemberitahuan
Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)

7 Membubuhkan Cap dan mengirim Surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala kepada
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan ASN yang bersangkutan serta
mengarsipkan.

Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)

l jam Surat
Pemberitahuan
Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)
dan bukti
dokumentasi.

t



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 06 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Tahun 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DTS.fuIKHAEL FFRNANDEz
NtP. 19590924 198503 1 010

Judul SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di
Biro Pemerintahan

Dasar Hukum : Kualifrkasi Delaksana :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata

Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

Pendidikan minimal SLTA.
Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan pangkat Pegawai di BKD.
3. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer
3. Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat

di ajukan maka akan berdampak pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang
Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh BKD paling lambat 3
bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai.

2.

'1 . Buku jaga kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

v



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag Pemerintahan
Umum

Kepala Sub
Bagian TU

Pengelola
Kepegawaian

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10

1 Menelaah dan mendisposisi SE Kepala BKD tentang
Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. P Surat Edaran 15 Menit Surat Edaran dan

Disposisi
Terkait SOP
Penanganan
Surat Masuk

a Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Kasubag
untuk menyiapkan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. E Surat Edaran dan

Disposisi
10 Menit Surat Edaran, Disposisi

dan petunjuk

Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan pengelola

kepeqawaian menyiapkan administrasi usulan kenaikan
a|,

t1-
Surat Edaran,
Disposisi dan
petunjuk

10 Menit Surat Edaran. Disoosisi
dan petunjuk

pangkat bagi ASN pada biro pemerintahan.

A Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat disertai
lampiran kelengkapan/berkas kenaikan pangkat ASN
kemudian menyampaikan kepada Kasubag.

Surat Edaran,
Disposisi dan
petunjuk

2 Jam Konsep surat usulan
kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN

5 Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan ke kabag. Apabila tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki.

Ya Tidak

Konsep surat usulan
kenaikan pangkat
dan lampiran berkas

20 Menit Konsep surat usulan
kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN

ASN

6 Memenksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada kepala biro. Apabila tidak setuju, Tidak

Konsep surat usulan
kenaikan pangkat
dan lampiran berkas
ASN

20 Menit Konsep surat usulan
kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASNYa

dikembalikan untuk diperbaiki.

7 Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, menandatangani

Tidak

Konsep surat usulan
kenaikan pangkat
dan lampiran berkas
ASN

20 Menit Surat usulan kenaikan
pangkat dan lampiran
berkas ASN

Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.

{
A Memproses surat usulan kenaikan pangkat ASN ke BKD

dan mengarsipkan. 6 Surat usulan
kenaikan pangkat
dan lampiran berkas
ASN

1 Jam Surat usulan kenaikan
pangkat dan lampiran
berkas ASN dan bukti
dokumentasa.

w



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 07 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 7 Tahun 2019
Tangqal Revisi
Tanssal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DTS. MIKHAEL FERNANDEZ
NrP. 19590924 198503 1 010

Judul SOP Pengajuan surat usulan pensiun Pegawai Negeri
Sipit di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

l. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai di BKD.
3. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila Penyampaian Kelengkapan Administrasi Usulan Pensiun Pegawai
terlambat maka akan berdampak pada tertundanya hak pensiun Pegawai
yang bersangkutan.

2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6
bulan sebelum jatuh tempo pensiun pegawai.

l. Buku jaga pensiun pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

l/

1.

2.

J.

7.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag
Pemerintahan

Ilrnurn

Kepala Sub
Bagian TU

Pengelola
Kepegawaian

Kepda Biro
Pemerintahan Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 70
I Menugaskan Kasubag untuk

menginventarisir dan memproses ASN pada
Biro Pemerintahan yang telah memenuhi
syarat waktu untuk Pensiun.

Agenda kerja l5 Menit Disposisi/penug
asan

Terkait SOP
Penanganan
Surat Masuk

z Menugaskan pengelola kepegawaian
menyiapkan administrasi usulan pensiun
bagi ASN pada biro pemerintahan.

Jt- Disposisi/penug
asan

l0 Menit Disposisi/penug
asan

Menyr,rsun konsep surat usulan pensiun
disertai lampiran kelengkapan/berkas
pensiun ASN dan disampaikan kepada
kasubag.

Disposisi/penug
asan

2 Jant Konsep surat
usulan pensiun
dan lampiran
berkas ASN

A Memeriksa konsep surat usulan pensiun
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju,
memaraf dan menyampaikan ke kabag.
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk
diperbaiki.

YA Tidak

Konsep surat
usulan pensiun
dan lampiran
berkas ASN

2O Menit Konsep surat
usulan pensiun
dan lampiran
berkas ASN

5 Memeriksa konsep surat usulan pensiun
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada
kepala biro. Apabila tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki.

Konsep surat
usulan pensiun
dan lampiran
berkas ASN

20 Menit Konsep surat
usulan pensiun
dan lampiran
berkas ASNidak

6 Memeriksa konsep surat usulan pensiun
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju,
menandatangani dan diproses lebih lanjut
oleh pengelola kepegawaian. Apabila tidak
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.

Konsep surat
usulan pensiun
dan lampiran
berkas ASN

20 Menit Surat usulan
pensiun dan
lampiran berkas
ASN

Tidak

7 Memproses surat usulan pensiun ASN ke
BKD dan mengarsipkan. 6 Surat usulan

pensiun dan
lampiran berkas
ASN

1 Jam Surat usulan
pensiun dan
lampiran berkas
ASN, bukti
dokumentasi.

w
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 08 Tahun 2019

Tangqal Pembuatan 7 Januari 2019

Tanqqal Revisi
Tanqqal Efektif
Dasahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

IKHAEL FERNANDEZ
'r 9590924 198503 1 010

Judul SOP Pengajuan surat usulan cuti Pegawai Negeri Sipil di Biro
Pemerintahan

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas atas
Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Presiden Nomor 8'l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Demerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenqqara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
l\,4enguasai Tata Naskah Dinas.2.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP Penerbitan Surat lzin Cuti ASN di BKD.

1. ATK,
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Perinqatan: Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada
pelaksanaan cuti pegawai yang terlambat.

1. Buku kontrol cuti pegawai.

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

f,gz



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPengelola
Kepegawaian

Kepala Sub
Bagian TU

Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 7 a 9 70

I Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang
telah mendapat persetujuan pejabat satu
tingkat dan Pejabat dua tingkat
diatasnya,melakukan verihkasi jenis dan sisa

cuti pemohon dan menyampaikan hasil
verifikasi kepada kasubag.

Permohonan
Cuti

30 menit Permohonan
Cuti, lembar
disposisi

z Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti
pemohon. Apabila sisa cuti Yang
bersangkutan telah habis, dikembalikan
kepada pemohon melalui Pengelola
kepegawaian. Apabila sisa cuti yang
bersangkutan masih ada, memerintahkan
pengelola kepegawaian untuk memproses
surat usulan cuti ke BKD.

Tidak

Permohonan
Cuti, lembar
disposisi

10 menit Permohonan
Cuti,
disposisi

)

Ivlemproses surat usulan cuti ke

BKD,mengambil Surat Izin Cuti di BKD,
menggadakan untuk arsiP dan

menyampaikan Asli Surat Izin Cuti kepada
ASN yang mengajukan permohonan Cuti.

Permohonan
Cuti, disposisi

1 Jam Surat usulan
cuti ASN

'tll



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT OAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 09 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disah kan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

IKHAELYERNANDEZ
19590924 198503 1 010

Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester di Biro
Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1 . Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 20'10 tentang 6rand Desrgn Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1 . Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
'1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanqanan Surat Masuk

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan
Semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
penyampaian laporan serta ketidakakurat data yang dilaporkan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

I



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Pemerintahan

Umum

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menugaskan Kasubag Tata Usaha untuk

mempersiapkan konsep laporan. -,il' I
Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Menugaskan analis perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau
data dukung penyusunan laporan dan menyusun
konsep laporan. =-_.

ll-

Disposisi 15 menit Disposisi

Mengumpulkan bahan atau data dukung
kemudian menyusun konsep laporan dan
menyampaikan kepada kasubag Tata Usaha.

Disposisi 3 hari Bahan laporan, disposisi

4 Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kabag. Jika tidak setuju

Tidak

Bahan laporan disposisi l jam Konsep laporan, disposisi

Kepaoa per

evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki

5 Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala biro
pemerintahan. Jika tidak setuju dikembalikan
kepada Kasubag TU untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Konsep laporan disposisi l Jam Draf laporan, disposisi

6 Memeriksa draft laporan. Jika setuju
nenandatangani dan menyerahkan kepada L-t*

Draf laporan 1,am Laporan disposisi

Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki. Ya

7 Menyerahkan laporan kepada Kasubag TU untuk
Cidokumentasikan.

+ll- Laporan orsposrsl 10 menit Laporan disposisi

B Menyerahkan laporan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuf
didokumentasikan.

J-t_J-
Laporan disposisi 10 menit Laporan disposisi

9 Mendistribusikan dan Mendokumentasikan
Laporan.

r_r____1
LS"l"tti J

Laporan disposisi 20 menit Laporan bulanan,
lriwulan dan semester,
cukti dokumentasi

a

I



G\w
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 10 Tahun 2019
Tangqal Pembuatan 7 Januati 2019
Tanggal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Keoala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. MIKHAEL
NrP. 19590924 198503 I 010

Judul SOP Penyusunan Laporan Tahunan di Biro Pemerintahan

Oasar Hukum Kualifikasi Delaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Deslgn Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor '18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1. Pendidikan minimal S'1.

2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Nlemahami tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Penanganan Surat Keluar.
2 SOP Penanganan Surat Masuk.
3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan,Triwulan,Semester di Biro Pemerintahan.

1, ATK,
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan
ketidakakurat data.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.

Tdo,



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Pemerintahan

Umum

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 .? 4 5 6 7 8 9 10

1 Menugaskan Kasubag TU untuk mempersiapkan
konsep laporan tahunan. @ Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Memerintahkan analis perencanaan, evaluasl
Can pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan tahunan dari tiap-tiap

-l]---l
ll-

Disposisi 15 menit Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan laporan tahunan kepada Kasubag
TU. -

Disposisi t hari Bahan laporan, disposisi

Mengonsep laporan tahunan kemudian
menyerahkan kepada Kabag. T

Bahan laporan, disposisi t hari Konsep laporan, disposisi

5 Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala biro
pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk diPerbaiki

Tidak
Konsep laporan,
Cisposisi

l jam Draf laporan, disposisi

6. Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Kabag, Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki.

Tidak

Draf laporan, disposisi. l jam Laporan, disposisi

7. Menyerahkan laporan tahunan kepada Kasubag +ll- Laporan, disposisi 10 menit Laporan, disposisi

B Menyerahkan laporan tahunan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

v
ll-

Laporan, disposisi 10 menit Laporan, disposisi

Y Mendistribusikan dan mendokumentasikan
Laporan tahunan.

__i_
t t","* J

Laporan, disposisi 1 Jam Laporan tahunan Biro
Pemerintahan, bukti
dokumentasi

,7



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 1 1 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 7 Januari 2019
Tanooal Revisi
Tanqqal Efektif

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. TM I KHAE LIEER NAN DEZ

NlP. 19590924 198503 1 010

Judul SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Biro

Pemerintahan

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

z.

4.

Menengah Provinsi NTT Tahun 2013-2018

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1

2

Pendidikan minimal SLTA.

Menguasai Tata Naskah Dinas.

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan : Peralatan/Perlenqkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.

2. SOP Penanganan Nota Dinas.

3. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.

2. Komputer.
3. Telepon/Faximili.
4. Printer.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Renstra Terlambat disusun dan disampaiakan kepada Gubernur akan berdampak pada kualitas

penyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lainnya.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag
Pemerintahan

Umum

Kepala Sub
Bagian Tata

Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kelengkapan Waktu Output

1 Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang
Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah
dan mendisposisi kepada Kabag.

Surat Edaran 15 menit Surat Edaran dan
Disposisi

z Menelaah Surat Edaran Gubernur dan
disposisi Karo, selanjutnya mendisposisi
kepada Kasubag TU Biro untuk menyusun
konsep RENSTRA Biro Pemerintahan.

+ll-- Surat Edaran dan
Disposisi

20 menit Surat Edaran,
Disposisi dan
petunjuk

Menelaah konsep Surat Edaran Gubernur
dan disposisi pimpinan selanjutnya
menugaskan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk menyampaikan SE
Gubernur ke setiap Bagian.

Surat Edaran,
Disposisi dan petunjuk

10 menit Surat Edaran,
Disposisi dan
petunjuk

A Mendistribusi SE Gubernur kepada seluruh
Bagian selanjutnya mengumpulkan dan
mengolah data dari tiap Bagian kemudian
menyerahkan kepada kasubag TU.

.t

-1_i
Surat Edaran,
Disposisi, petunjuk

2 Minggu Surat Edaran
Gubernur, diposisi
dan data yang
telah diolah

q Menyusun Konsep RENSTRA Biro
Pemerintahan dan menyampaikan kepada
Kepala Bagian.

al/_T Surat Edaran
Gubernur, diposisi dan
data yang telah diolah

2 Minggu Konsep RENSTRA
Biro Pemerintahan

6 Mengadakan Rapat bersama seluruh Bagian
untuk membahas Konsep RENSTRA Biro re Konseo RENSTRA

Biro Pemerintahan
2 Jam Konsep

RENSTRA,
Notulen rapatHemenntanan oan menugasKan Kasubag

untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat. I .Ir
7 Memperbaiki Konsep RENSTRA Biro

Pemerrntahan sesuai hasil rapat, dan
menyampaikan kepada Kabag.

$

Konsep RENSTRA
Biro

3 Hari Konsep RENSTRA
Biro Pemerintahan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP
=-------------: 

-

r anggar Hemouatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

12 Tahun 2019
7 Januari 201 9

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

IKHAEL FERNANDEZ

19590924 198503 1 010

SOP sunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1.

2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010
202s
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.
Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.

5.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan Peralatan/perlen gkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penyusunan Renstra di Biro Pemerintahan.
3. SOP Penanganan Surat masuk.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Telephon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan RENJA tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Rl(A dan DPA.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

12



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Pemerintahan

Umum

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaooran

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1

2 3 4 5 6 7 I I 10

Nrlenugaskan kepala sub bagian TU untuk menyusun rencana

kerja biro pemerintahan. r;;r^) Agenda Kerja 15 menit Disposisi

Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk

mengumpulkan bahan penyusunan renja biro pemerintahan dari

tiap{iap bagian dan menyerahkan kepada Kasubag TU,

--l_
t_F

Disposisi '15 menit Disposisi

lvt,engumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan renja biro
pemerintahan kepada Kasubag TU. *

Disposisi 3 hari Bahan penyusunan
fencana kerja biro
oemerintahan, disposisi

Menyusun konsep rencana kerja biro pemerintahan dan
'nenyerahkan kePada kabag.

{

-n.l
Bahan penyusunan
rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

1 minggu Konsep rencana kerja
ciro pemerintahan,
jisposisa

Memeriksa konsep rencana kerja biro pemerintahan. Apabila

setuju memberi paraf dan menyampaikan kepada kepala biro
pemerintahan. Apabila tidak setuju mengembalikan kepada

kasubag untuk diperbaiki _ r< YA

'Tidak
Konsep rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

2 Jam Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

6 Memeriksa draf rencana kerja biro pemerintahan. Apabila setuitl

menyampaikan kepada kabag untuk mempersiapkan rapal Tidak

Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

2 jam Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

pembahasan draf rencana kerJa dan apablla lldaK seluJL

mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. Ya

7 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan rapat
pembahasan draf rencana keria biro pemerintahan.

,t

L-F
Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

15 Menit Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

I lvl,engundang para kabag, kasubag dan pe,abal pelaksana untuk

mengikuti rapat pembahasan draf rencana keria yang dipimpin

oleh kepala Biro Pemerintahan.

-+I --
Draf rencana kerja biro
cemerintahan, disposisi

15 Menit Draf rencana kerja biro
pemerintahan, undangan

Rapat pembahasan draf rencana kerja biro pemerintahan yang

dipimpin oleh kepala biro pemerintahan dan menugaskan

kasubag TU untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat. lF-

Draf rencana kerja biro 2 Jam Draf rencana kerja biro
pemerintahan, notulen
raoat3

10 Menyempurnakan draf rencana kerja sesuai notulen rapat clan

menyampaikan kepada kabag. --1--l
Draf rencana kerja biro
pemerintahan, notulen
rr n2l

1 Hari Draf rencana kerja biro
pemerinlahan, notulen
raoal

11 Memeriksa hasil penyempumaan draf rencana kerja. Apabala

seluju memaraf dan menyampaikan kepada kepala biro

pemerintahan. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada

kasubag untuk memperbaikt.

Tidak
Draf rencana kerja biro
pemerintahan, notulen
rapat

2 Jam Draf rencana kerja biro
pemerintahan, notulen
rapat

12 Vemeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila

setuju menandatangani dan menyampaikan kepada kabag.

Apabila tidak setuju dikembalikan kepada kabag untuk

memperbaiki.

Tidak + Draf rencana kerja biro
pemerintahan, notulen

1 Jam Dokumen rencana kerja
biro oemerintahan

--
Ya

rapar

I

I



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Bagian
Pemerintahan

Umum

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 4 6 7 I 9 10

IJ Menyerahkan dokumen rencana kerja biro pemerintahan
kepada kasubag TU untuk didistribusikan dan

didokumentasikan.
?

-

Dokumen rencana kerja
biro pemerintahan

10 menit Jokumen rencana kerja
liro oemerintahan

14 Venyerahkan dokumen rencana kerja biro pemerintahan

<epada analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
iidistribusikan dan didokumentasikan.

.1,r- Dokumen rencana kerja
biro pemerintahan

10 menit Dokumen rencana kerja
ciro pemerintahan

15 Mendistribusikan dan Mendokumentasikan dokumen rencana
<erja biro pemerintahan.

.1,

@
Dokumen rencana kerja
biro oemerintahan

1 jam Dokumen rencana kerja
biro pemerintahan, bukti
dokumentasa.

Keterangan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 13 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari2Ol9
Tanggal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. MIKHAE
Ar^^
Vrrnrulruoez

NtP. 19590924 198503 1 010
JUdUI SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di Biro

Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Memahami penyusunan program dan anggaran.
3. Menguasai komputer.
4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan Peralatan/perleng kapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan surat masuk.
3. SOP Penysunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Pemerintahan.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Perinqatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

IJ



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Pemerintahan

Umum

Kepala Sub
Bagian Tata

Usaha

Analis
Perencanaan,
evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10

1 Menugaskan kepala sub bagian untuk menyusur

rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Birc

Pemerintahan. P Agenda Kerja 15 Menit Disposisi

2. N4emerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan
perencanaan untuk menyiapkan bahan kelengkapan
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari

tiap{iap bagian dan menyerahkan kepada kasubag.

Disposisi 15 menit Disposisi

3 Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan

renacana kegiatan dan anggaran dari tiap{iap
bagian dan menyampaikan kepada Kasubag.

j
fl

Disposisi 1 Hari Bahan kelengkapan
penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran
(RKA) Biro Pemerintahan
dari tiap{iap bagian.

4. N4enyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran
Biro Pemerintahan kemudian menyerakan kepada

Kaoag.

Bahan kelengkapan
penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran
(RKA) Biro Pemerintahan
dari tiap{iap bagian.

3 Hari Konsep rencana kegiatan
dan anggaran (Konsep
RKA) Biro Pemerintahan

:) Memeriksa konsep rencana kegiatan dan anggaran
Biro Pemerintahan. Apabila setuju memberi paraf

dan menyampaikan kepada kepala biro

pemerintahan. Apabila tidak setuju mengembalikan
kepada kasubag untuk diPerbaiki.

Tidak

(onsep rencana kegiatan
lan anggaran (Konsep
RKA) Biro Pemerintahan

1 Jam )raf rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan.

o Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran Biro

Pemerintahan. Apabila setuju menandatangani dan

menyampaikan kepada kabag. Apabila tidak setuju

mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.

Tidak

Draf rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan.

'l Jam Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan.

7 Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Biro

Pemerintahan kepada Kasubag.

-

Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan.

15 menat Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan, disposisi

6 Nlenyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Birc

Pemerintahan kepada analis perencanaan, evaluas
dan pelaporan. # Rencana kegiatan dan

anggaran Biro
Pemerintahan, disposisi

15 menit Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan, disposisi

I Menggandakan, mendistribusikan dan

mendokumentasikan.

Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan, disposisi

'15 menit Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan, bukti
dokumentasi

0

-f_
L-,F

v
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 14 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari2019
Tanggal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NtP. 19590924 198503 1 010
Judul SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1-Pe{aturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

1. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan program dan anggaran.

Memahamitugas dan fungsi biro pemerintahan.2.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

I SOp penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)di Biro Pemerintahan.

2. SOP penanganan surat keluar.
3. SOP penanganan surat masuk.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Telepon/Faximile.

4. Renstra, DPA, TOR, RAB.

5. Printer.

Perinqatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berdampak pada pelaksanaan

kegiatan di Biro Pemerintahan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
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No. Tahap Kagiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala
Sub.Bagian

Pejabat
Pelaksana

Kepala Bagian
Kepala Biro

Pemerintahan
Bendahara Kelengkapan Waktu Output

2 3 4 6 7 I 9 10

1 Menugaskan pejabat pelaksana untuk
mempersiapkan bahan penyusunan TOR dan
RAB sebagai syarat pencairan dana kegiatan
dan menyampaikan kepada kasubag.

Agenda kerja 15 menat Disposisi

Vempersiapkan bahan dan menyusun konsep
fOR dan RAB kemudian menyerahkan kepada
Kasubag.

Disposisi 1 Jam Konseo TOR dan RAB

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju,
memaraf dan menyerahkan kepada Kabag. Jika Tidak

Konsep TOR dan RAB 30 Menit (onseo TOR dan RAB

tidak setuju mengembalikan kepada Pejabat
Pelaksana untuk memperbaiki.

Ya

30 menit Draf TOR dan RAB,
disposisi

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Tidak Ya

Konseo luR oan KAb

Biro Pemerintahan. Jika tidak setu1u

mengembalikan kepada Kasubag untuk
memoerbaiki.

Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju,
menandatangani dan mengembalikan kepada
kabag.Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Kabag untuk memperbaiki.

tr.l-
fraf TOR dan RAB,
Jisposisi

30 menit TOR dan RAB. disposisi

6 Menerima dan memberi petunjuk kepada
kasubag.

TOR dan RAB, disposisi 10 menit TOR dan RAB, disposisi

7 Menyampaikan TOR dan RAB kegiatan kepada
bendahara Biro.

J
lr-

TOR dan RAB, disposisi 10 menit TOR dan RAB, disposisi

8 Mempersiapkan dana pelaksanaan kegiatan
setiap bagian sesuai ,adwal alur kas,
mendokumentasikan dan mengarsipkan.

.0
t t","'" J

TOR dan RAB, disposisi 'l jam TOR dan RAB, dan
tersedianya keuangan
kegiatan.

ty



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 15 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari2019
Tanqqal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NtP. 19590924 198503 1 010
Judul SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
3. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28Tahun 2017 Tentang petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.

2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/perlen gkapan :

1. SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan.

2. SOP Laooran Bulanan, Triwulan, Semester.

1 ATK,
2. Komputer/laptop dan printer.

3. Telepon/Faximile.
4. DPA. TOR. RAB.
5. BKU.

Perinqatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Biro Pemerintahan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU/LS.

dtf/

/

-t//v Alltlt,
Drs. MIKHAELFERNANDEZ



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Sub
Bagian TU

Bendahara
Kabag

Pemerintahan
Umum

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 6 I 9 10
1 Menugaskan bendahara membuat konsep

SPP GU/TU/LS dan menyampaikan kepada
kasubag.

Fungsional pengeluaran,
Pengesahan SPJ, Buku Kas
Umum (BKU), Laporan
Pertanggungjawaban uang
persediaan, ringkasan SP2D,
Rekening Koran Bank,
regoster penutupan Kas,
Laporan penutupan kas
bulanan, Buku Pembantu
Pajak dan DPA.

10 menit Disposisi/petunjuk

2 Menyusun konsep SPP GU/TU/LS dan
menyampaikan kepada kasubag.

Disposisi/petunluk 1 Jam Konsep SPP GU/TU/LS

Meneliti dan memverifikasi berkas konsep
SPP GU/TU/LS. Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan ke kabag. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke bendahara untuk
diperbaiki.

"*-l
Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit Konseo SPP GU/TU/LS

Ya

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan
berkas konsep SPP GU/TU/LS. Apabila
setuju, memaraf dan menyamparkan kepada
kepala biro . Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Ya

Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit Konsep SPP GU/TU/LS

Tidak

5 Memeriksa konsep SPP GU/TU/LS. Apabila
setuju, menandatangani dan diteruskan ke
kabag. Jika tidak setuju, mengembalikan ke
kabag untuk diperbaiki.

I

I

Tidak

Ya

Konseo SPP GU/TU/LS 30 Menit SPP GU/TU/LS

6 Menyampaikan kepada kasubag untuk
ditindaklanjuti. J-fl

SPP GU/TU/LS 10 Menit SPP GU/TU/LS

7 Menyampaikan kepada bendahara untuk
ditindaklaniuti.

'1,

ll-
SPP GU/TU/LS 10 Menit SPP GUiTU/LS

a Menindaklanjuti dan mendokumentasikan
SPP GU/TU/LS Biro Pemerintahan. tlglssar-J

SPP GU/TU/LS 1 Jam SPP GU/TU/LS

'tv

5



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 16 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 7 Januati 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

NtP 19590924 198503 1 010

J udul SOP Pengajuan SPP UP (UANG PERSEDIAAN) di Biro
Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.
Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 20 17 Tentang teknis
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

1 . PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.

2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1

2
SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan.
SOP penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan , Semester.
SOP Penga.juan SPP GU/TU/LS di Biro Pemerintahan3

1. ATK.
2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.
4, DPA, TOR, RAB.
5. BKU.

Peringatan Pencatatan dan oendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan
di Biro Pemerintahan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU.

lo



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Sub Bagian
TU

Bendahara
Kabag

Pemerintahan
Umum

Kepala Biro
Pemerintahan

Keleng kapan Waktu Output

1 4 5 6 7 I 9

1 Menugaskan bendahara membuat konsep SPP UP dan
menyampaikan kepada kasubag.

Agenda kerja 10 menit Disposisi/petun

iuk dan
ooKumen
pelaksanaan
anggaran

2. Meneliti dana dalam OPA Biro Pemerintahan dan membuat
konsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP sesuai
pagu dalam DPA.

Disposisi/petunjuk
dan dokumen
pelaksanaan
ang9aran

'1 Jam Konsep SPP
UP

3. Meneliti dan memverifikasi berkas konsep SPP UP. Apabila
setuju, memaraf dan menyampaikan ke kabag. Jika tidak
setuju, mengembalikan ke bendahara untuk diperbaiki.

dak

Konsep SPP UP 30 Menit Konsep SPP
UP

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas konsep
SPP UP. Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan
kepada kepala biro pemerintahan. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak Ya

Konsep SPP UP 30 Menit Konsep SPP
UP

5. Memeriksa konsep SPP UP. Apabila setuju,
menandatangani dan diteruskan ke kabag. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kabag untuk diperbaiki.

Tidak
Konsep SPP UP 30 Menit SPP UP

6 l\,4enyampaikan kepada kasubag untuk ditindaklanjuti. -fr SPP UP 10 lvlenit SPP UP

7 Menyampaikan kepada bendahara untuk ditindaklanjuti. E SPP UP 10 Menit SPP UP

I Menindaklanjuti dan mendokumentasikan SPP UP Biro
Pemerintahan. I selesal 

I

SPP UP l Jam SPP UP

v



17 Tahun 2019

Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NtP. '19590924 '198503 1 010
Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS di Biro Pemerintahan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.

2. Pendidikan minimal SLTA.

SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan.
SOP penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, Semester.

1. ATK.
2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.
4. DPA, TOR, RAB.

5. BKU.

ila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Biro Pemerintahan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manualdokumen SPP UP/TU/GU/LS.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Sub
Bagian TU

Kabag
Pemerintahan

Umum

Kepala Biro
Pemerintahan

Bendahara Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 I 9 10

1 Menyusun dan memaraf konsep SPM UP/GU/TU/LS
serta menyampaikan kePada kabag.

SPP UP/GU/TU/LS
yang telah
ditandatangani
kepala biro
pemerintahan.

30 menit konsep SPM
UP/GU/TU/LS

2. Meneliti dan memverifikasi berkas konsep SPM

UP/GU/TU/LS. Apabila setuju, memaraf dan

menyampaikan ke karo. Jika tidak setuju,

mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak Ya

konsep SPM
UPiGU/TU/LS

15 menit konsep SPM
UP/GU/TU/LS

? Memeriksa konsep SPM UP/GU/TU/LS. Apabila setuju,
menandatangani dan menyampaikan ke kabag. Tidak

konsep SPM
UP/GU/TU/LS

15 menit SPM
UP/GU/TU/LS

Apabtla trdaK setuju mengemoallKan Ke Kaoag ur

diperbaiki. ;)
A Menerima dan menugaskan kasubag untuk

menindaklanjuti SPM UP/GU/TU/LS.
*

SPM UP/GU/TU/LS 10 menit SPM
UP/GU/TU/LS

5. Menerima dan menugaskan bendahara untuk
menindaklanjuti SPM UP/GU/TU/LS.

v
l-

SPM UP/GU/TU/LS '10 menit SPM
UP/GU/TU/LS

Mendistnbusikan SPM UP/GU/TU/LS ke BPPKAD dan
mendokumentasikan SPM UP/GU/TU/LS Biro
Pemerintahan.

.v.
t t"'"- J

SPM UP/GU/TU/LS 30 menit SPM
UP/GU/TU/LS



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP 18 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari 2019
Tanqqal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NtP. 19590924 198503 1 010
Judul SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)di Biro

Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 20'10 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1. ASN.
2. Pendidikan minimal S1.
3. Memahamitata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Pemerintahan.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Pemerintahan.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LKIP dan kualitas data/informasi
dalam LKIP yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy.

'18
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TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

Kupang, 31 Desember 2016
Pejabat Penilai,

Maria Gradiana Bili. S.Sos
'198205242006042000



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Otonomi Daerah

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Pejabat
pelaksana

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 .? 4 5 7 8 9 10
1 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan

konseo LKIP Biro Pemerintahan.
Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2 Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
mengumpulkan bahan penyusunan LKIP Biro

Pemerintahan dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Kasubag

f L-F
Disposisi 15 menit Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan LKIP Biro Pemerintahan kepada
Kasubag.

v

-1_l
Disposisi 10 hari Bahan laporan, disposisi

4 Mengonsep LKIP Biro Pemerintahan kemudian
menyerahkan kepada Kabag.

___Y__Jl
t^t

Bahan laporan, disposisi t hari Konsep LKIP Biro,
disposisi

Memeriksa konsep LKIP Biro Pemerintahan Jika
setuju menyampaikan kepada Kepala Biro
Pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep LKIP Biro,
disposisi

l jam Draf LKIP Biro. disoosisi
Panah balik

menandakan
konsep perlu

perbaikan

6. Memeriksa draft LKIP Biro Pemerintahan. Jika
setuju menandatangani dan menyerahkan Tidak

Draf LKIP Biro. disoosisi. l jam LKIP Biro
Panah balik

menandakan
konsep perlu

perbaikan

Kepaoa Kaoag. JrKa iroaK seluju mengen
kepada Kabag untuk diperbaiki. Ya

7. Menyerahkan LKIP Biro Pemerintahan kepada
Kasubag untuk ditindaklanjuti.

-

LKIP Biro 10 menit LKIP Biro

8 Menyerahkan LKIP Biro Pemerintahan kepada
pejabat pelaksana untuk ditindaklanjuti.

--l----tL-J-
LKIP Biro 10 menit LKIP Biro

9 Menggandakan, mendistribusikan, dan
mendokumentasikan LKIP Biro Pemerintahan

vailt LKIP Biro l jam LKIP Biro Pemerintahan,
bukti dokumentasi

,h

6
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH,
PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK

19 Tahun 2019

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

. M IKHAETFERNANOEZ
19590924 198503 1 010

Judul SOP kasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kota di

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

'1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximali

1. Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kota diDerlukan untuk
dijadikan dasar untuk menerbitkan persetujuan bersama DPRD provinsi NTT
dengan Gubernur NTT untuk daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

. Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kotamenjadi dasar bagi
Gubernur untuk mengusulkan pembentukan Daerah persiapan kepada pemerintah
Pusat, DPR Rl dan DPD Rl.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKeDala Biro
Pemerintahan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Pejabat

Daerah dan Pejabat
Politik

Kasubag
Pengembangan

Oaerah

Analis
Pengembangan

Wilayah
Kelengkapan Waktu Output

1 Vlenelaah disposisi Gubemur, Sekda dan AS I serta
nemberikan petunjuk kepada Kabag @ Disposisi 10 menil Disposisi

2 Vlenelaah disposisi Gubernur, Sekda, AS I dan Kepala Biro
)emerintahan serta memberikan petunjuk kepada Kasubag. b Disposisi 10 menit Disposisi

3 Vlenelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Analis
)engembangan Wilayah untuk mengumpulkan bahan dan
nformasi terkait usulan pemekaran Kabupaten/Kota serta
nelakukan verifi kasi dokumen.

0
l1- Disposisi 10 menit Disposisi

A Vlengumpulkan bahan dan informasi terkait pemekaran
(abupaten/Kota dan melakukan verifikasi dokumen usulan
)emekaran Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Perundang-
rndangan yang bedaku

Disposisi 1 jam
Data dan Informasi, hasil

verifikasi dokumen
usulan pemekaran

5 vlenyusun konsep dokumen hasil verifikasi usulan
)emekaran Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke kasubag

Ya

Data dan Informasi, hasil
verifikasi dokumen usulan

pemekaran
t hari

Konsep dokumen hasil
verifikasi

6 vlemeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuJu,
nemaraf dan menyampaikan ke kabag. Jika tidak setu,u,
l1engembalikan ke analis pengembangan wilayah untuk
Jiperbaiki. YA + I

I

lidak

Konseo dokumen hasil verifikasr 2 jam Konsep dokumen hasil
verifikasi

7 \4emeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju,
nemaraf dan menyampaikan ke karo. Jika tidak setuju,
nengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Ya Tidak
Konsep dokumen hasil verifikasi 2iam Konsep dokumen hasil

verifikasi

8 \4emeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju,
nenandatangani dan menyampaikan ke kabag. Jika tadak
;etuju, mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak

Konsep dokumen hasil venfikasi 2lam

Dokumen usulan
pemekaran

Kabupaten/Kota yang
telah terverilikasi

9 Vlenugaskan kasubag untuk menindaklaniuti dokumen hasil
/erifikasi usulan pemekaran Kabupaten/Kota. J

L_-F
Dokumen usulan pemekaran
Kabupaten/Kota yang telah

terverifikasi
10 menit

Dokumen usulan
pemekaran

Kabupaten/Kota yang
telah terverifikasi

10 \renugaskan analis pengembangan wilayah untuk
nenindaklanjuti dokumen hasil verifikasi usulan pemekaran
(abupaten/Kotia.

J Dokumen usulan pemekaran
Kabupaten/Kota yang telah

terverifikasi
10 menit

Dokumen usulan
pemekaran

Kabupaten/Kota yang
telah terverifikasi

11 Vlenggandakan.mendistribusikan dan mendokumenlasikan 6 Dokumen usulan oemekaran
Kabupaten/Kota yang telah

terverifikasi
1 Jam

Dokumen usulan
pemekaran

Kabupaten/Kota yang
telah terverifikasi, bukti

dokumentasa

u

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH,
PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK

Nomor SOP 20 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari 2019
Tanggal Revisi
Tanqsal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

(.,^,,6
L-FERNANDEZ

NlP. 19590924 198s03 1 010
Judul SOP Penerbitan rekomendasi G ubernur terkait usulan

penetapan Calon Daerah Pemekaran (CDP) Kab/Kota

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor Bl Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
3. MenguasaiTata Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/Perleng kapan :

1.

2.

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kota diperlukan untuk
dijadikan dasar untuk menerbitkan persetujuan bersama DPRD Provinsi NTT dengan
Gubernur NTT untuk daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

2. Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kotamenjadi dasar bagi
Gubernur untuk mengusulkan pembentukan Daerah Persiapan kepada Pemerintah
Pusat, DPR Rl dan DPD Rl.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

20



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Kabag Pengembangan
Daerah, Pejabat

Daerah dan Pejabat
Politik

Kasubag
Pengembangan

Daerah

Analis
Pengembangan

Wilayah

Kepala Biro
Pemerintahan Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan kasubag membuat nota dinas dan
rekomendasi Gubemur terkait usulan penetapan
CDP Kab/Kota berdasarkan dokumen hasil
verifikasi

Dokumen hasil verifi kasi 10 menit Dokumen hasil
verifikasi,disposisi

2. l\/enugaskan Analis Pengembangan Wilayah
membuat nota dinas dan rekomendasi Gubemur
terkait usulan penetapan CDP Kab/Kota
berdasarkan dokumen hasil verifikasi.

Jt_F Dokumen hasil
verifikasi,disposisi 10 menit Dokumen hasil

verifikasi,disposisi

Membuat nota dinas dan rekomendasi Gubemur
terkait usulan penetapan CDP Kab/Kota
berdasarkan dokumen hasil verifikasi dan
menyampaakan ke kasubag.

Ya Dokumen hasil
verifikasi,disposisi 3 jam Konsep nota dinas dan

rekomendaasi Gubemur

Ya

!f
Tidak

rekomendasi Gubernur terkait usulan penetapan
CDP Kab/Kota berdasarkan dokumen hasil
verifikasi. Jika setuju. menyampaikan ke kabag.
Jika tidak setuju dikembalikan ke analis
pengembangan wilayah untuk diperbaiki.

Konsep nota dinas dan
rekomendaasi Gubernur

1 iarn
Konsep nota dinas dan

rekomendaasi Gubernur
A

I

lr4enelaah, mengoreksi nota dinas dan
rekomendasi Gubernur terkait usulan penetapan
CDP Kab/Kota berdasarkan dokumen hasil
verifikasi .lika setrrirr mcnvamn2ikan ba k;rn til

Tidak Konsep nota dinas dan
rekomendaasi Gubernur

l jam Konsep nota dinas dan
rekomendaasi Gubemurtidak setuju dikembalikan ke kasubag unluk

dioerbaiki.

6 Menelaah, mengoreksi, menandalangani nota
dinas dan memaraf rekomendasi Gubemur terkait
usulan penetapan CDP Kab/Kota berdasarkan
dokumen hasil verifikasi kemudian ditindaklanjuti Tidak Konsep nota dinas dan

rekomendaasi Gubernur
l jam Nota dinas dan rekomendasi

yang telah diparafoleh Analis Pengembangan Wilayah.

Mendistribusikan dan mendokumentasikan ,J.
t t"'.* J

Nota dinas dan rekomendasi
yang telah diparaf

2 jam
Nota dinas dan rekomendasi

yang telah diparal bukti
dokumentasi



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMRINTAHAN
BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK

Nomor SOP 21 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Janua(i 2019
Tanggal Revisi

Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

NtP. 19590924 198503 1 010
Judul SOP Verifikasi Dokumen Usulan Pemekaran Kecamatan

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahanan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1 . Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
'l . SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kecamatan dijadikan dasar bagi Gubernur
dalam menerbitkan rekomendasi pemekaran kecamatan baru untuk mendapat persetujuan
Menteri Dalam Neoeri.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

,ay



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Pejabat

Daerah dan Pejabat
Politik

Kelengkapan Waktu Outputdan kelurahan dan kelurahan

1 Menelaah disposisi Gubernur, Sekda dan AS I serta
memberikan petunjuk kepada Kabag f M"r"-L Disposisi 10 menit Disposisi

2 Menelaah disposisi Gubernur, Sekda, AS I dan Kepala Biro
Pemerintahan serta memberikan petunjuk kepada Kasubag.

-
Disposisi 10 menit Disposisi

Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Analis
kecamatan dan kelurahan untuk mengumpulkan bahan dan
informasi terkail usulan pemekaran kecamalan serta
melakukan verifikasi dokumen. -

Disposisi 10 menit Disposisi

Mengumpulkan bahan dan informasi terkait pemekaran,
kemudian melakukan verifikasi sesuai kelentuan Perundang
undangan yang berlaku. Jika setuju menyerahkan hasil
verifikasi dokumen usulan oemekaran Ke€malan keoada

Disposisi 8 HariKasubag Jika data kurang lengkap dikembalikan kepada
Kasubag untuk dikembalikan ke daerah asal.

usulan oemekaran kecamatan

5. Memeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan ke kabag. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke analis kecamatan dan kelurahan untuk
diperbaiki

YA I Data dan Informasi. hasil
verifi kasi dokumen usulan

p€mekaran kecamatan
2 Jam Konseo dokumen hasil verifikasi

Memeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan ke karo. Jika lidak setuju,
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

0?, Konsep dokumen hasil
verifikasi

2 Jam Konsep dokumen hasil verifikasi

7 Nlemeriksa konsep dokumen hasil verifikasi. Jika setuju,
menandatangani dan menyampaikan ke kabag. Jika lidak
seluju, mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak

Konsep dokumen hasil
verifikasi

1 jam Dokumen usulan pemekaran Kecamatan yang
telah teruerifikasi

8. \4enugaskan kasubag untuk menindaklanjuti dokumen hasil
verifikasi usulan pemekaran Kecamatan.

-

Dokumen usulan pemekaran
Kecamalan yang telah

terverifikasi
10 menil

Dokumen usulan pemekaran Kecamatan yang
telah lerverifikasi

9. Menugaskan analis pengembangan wilayah untuk
11enindaklanJuli dokumen hasil verifikasi usulan pemekaran
(ecamatan I _l

I

Dokumen usulan pemekaran
Kecamatan yang lelah

lewerifikasi
10 menrt

Dokumen usulan pemekaran Kecamatan yang
telah terverifikasi

10. Vlembuat konsep rekomendasi/sural persetu.iuan Gubemur
renlang pembentukan kecamatan untuk diusulkan ke Menteri
)alam Negeri .

I\,

tr
I

l Dokumen usulan pemekaran
Kecamalan yang telah

terverifikasi
1 jam Dokumen usulan pemekaran Kecamatan yang

telah teruerifikasi dan konsep surat persetujuan

1l \4enggandakan,mendislribusikan dan mendokumentasikan. .J.t:Iu Dokumen usulan pemekaran
Kecamatan yang telah

terverifikasi dan konsep surat
persetui uan

1 jam
Dokumen usulan pemekaran Kecamatan yang
telah terverifikasi dan konsep surat perselujuar

serla bukti dokumentasi.

l,l/



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMRINTAHAN
BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH. PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK

Nomor SOP 22f ahun2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari 2019
Tanggal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

IKHAEL FERNANDEZ
19590924 198503 1 010

Judul SOP Penerbitan Rekomendasi Gubernur tentang Pemekaran
Kecamatan Baru

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahanan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
3. MenguasaiTata Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/Perleng kapan :

't.
2.

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran Kecamatan dijadikan dasar bagi Gubernur dalam
menerbitkan rekomendasi pemekaran kecamatan baru untuk mendapat persetujuan Menteri
Dalam Negeri.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

;tv



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Pejabat

Daerah dan Pejabat
Politik

Kasubag
Kecamatan dan

kelurahan

Analis kecamatan
dan kelurahan

Kepala Biro
Pemerintahan Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan kasubag membuat nota dinas dan
rekomendasi Gubernur terkait usulan pemekaran
kecamatan berdasarkan dokumen hasil verifikasi

fr,rl Dokumen hasil verifi kasi 10 menit
Dokumen hasil

verifikasi,disposisi

z. Menugaskan Analis kecamatan dan kelurahan
membuat nota dinas dan rekomendasi Gubernur
terkait usulan pemekaran kecamatan berdasarkan
dokumen hasil verifikasi. b Dokumen hasil

verifikasi,disposisi
10 menit

Dokumen hasil
verifikasi,disposisi

J. Membuat nota dinas dan rekomendasi Gubernur
terkail usulan pemekaran kecamatan berdasarkan
dokumen hasil verifikasi dan menyampaikan ke
kasubag.

YA
Dokumen hasil

verifikasi.disoosisi
3 jam Konsep nota dinas dan

rekomendaasi Gubernur

4. Menelaah, mengoreksi nota dinas dan rekomendasi
Gubernur terkail usulan pemekaran kecamatan
berdasarkan dokumen hasil verifikasi. Jika setuju,
menyampaikan ke kabag. Jika tidak setuju
dikembalikan ke analis pengembangan wilayah untuk
diperbaiki.

Konsep nota dinas dan l jam Konsep nota dinas dan
rekomendaasi Gubernur

Tidak
reKomendaasr Gubernur

Menelaah, mengoreksi nota dinas dan rekomendasi
Gubernur terkait usulan pemekaran kecamatan
berdasarkan dokumen hasil verifikasi. Jika setuju,
menyampaikan ke karo. Jika tidak setuju
dikembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak

YA

Konseo nota dinas dan
rekomendaasi Gubernur

1.lam
Konsep nota dinas dan

rekomendaasi Gubernur

o.

7

Menelaah, mengoreksi, menandatangani nota dinas
dan memaraf rekomendasi Gubernur terkait usulan

Konsep nota dinas dan
rekomendaasi Gubernur

l lam

Nota dinas dan
rekomendasi yang telah

diparaf
verifikasi kemudian ditindaklanjuti oleh Analis
kecamatan dan kelurahan.

Tidak

Mendistribusikan dan mendokumentasikan. A
( '"'"* J

Nota dinas dan rekomendasi
yang telah diparaf

2 jam

Nota dinas dan
rekomendasi yang telah

diDaraf. bukti
dokumentasi



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK

23 Tahun 2019
7 Januari 2O1g

Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

NrP. 19590924 198503 I 010
Judul SOP Verifikasi Usulan Dokumen Pengesahan dan Pelantikan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraluran Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1 . Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

itan:
1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Teleoon / Faximili

Peri
Hasil verifikasi dokumen usulan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepalah Daerah teroilih

iperlukan untuk dijadikan dasar usulan ke Menteri Dalam Negeri.
Data disimpan dalam bentuk soflcopy dan hardcopy

Nomor SOP
Inqqal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanooal Efektif

iapan:

Pencatatan dan Pendataan :



No. Uraian Prosedur

Mulu Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag Pengembangan
Dae.ah, Pejabat Daerah

dan Peiabat Politik

Xasubag Pejabal
daerah dan Peiabat

Politik

Pengelola
Administrasi

Pemerintahan
Kelengkapan Waktu Output

1 Menelaah disposisi Gubemur, Sekda. Asislen I dan memberi
rtunjuk kepada Kabag terkait usulan pengesahan dan
relantikan Keoala Daerah dan Wakil Keoala Daerah temilih. @ Peraturan PeruUan Disposisi Gub

Sekda dan As I
10 menrt

Peraturan PeruUan Disposisi
Gub. Sekda dan Asisten I

Terkait SOP
penanganan sural

Masuk

2 \renelaah disposisr Gubemur, Sekda, Asisten I dan Kepala
3iro Pemenntahan serta membenkan petunjuk kepada
(asubag lerkart usulan pengesahan dan pelantikan Kepala
)aerah dan Wakii Kepala Oaerah terpilih * Peraturan PeruUan DisDosisi Gub.

Sekda dan Asisten I
10 menit

Oisposisi Gubemur, Sekda,
Asisten I dan Keoala biro

3 Menelaah disposisa dan menugaskan Pengelola Administrasi
eemerinlahan unluk mengumpulkan bahan dan melakukan
renllkasi dokumen usulan pengesahan dan pelantikan Kepala
)aerah dan Wakil Kepala Oaerah terpilih sesuai regulasi. * Disposisi Gubemur. Sekda. Asisten I

dan Kepala biro
10 menit

Disposisi Gubemur, Sekda,
Asisten I,Kepala tiro dan kabag

\relakukan venfikasi dokumen usulan pengesahan dan
)elantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

- l Disposisi Gubemur, Sekda, Asisten
l,Kepala baro dan kabag

t han

Ookumen usulan penge$han dar
pelantikan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yan!
telah teryerifikasi.

5 \renyamparkan dokumen usulan p€ngesahan dan pelantikan
<epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah
ieruerifikasi kepada kasubag.

Dokumen usulan penge$han dan
pelantkan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Oaerah lerpilih yang telah
terverfikasi.

30 menit

Dokumen usulan pengeshan dan
pelantikan Kepala Oaerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yang
telah leruerifikasi.

6 \ilenelaah. mengoreksa dan menyampaakan hasil verifikasi
lokumen usulan pengesahan dan pelanlikan Kepala Oaerah
lan Wakrl Kepala Daerah terpilih kepada kabag.

YA
Dokumen usulan pengesahan dan

1 ,am

Dokumen usulan penge$han dan
pelantikan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah lerpilih yang
telah teryerilikasi.

I rdak Kepala Daerah terpilih yang telah
terverifikasi.

7 llenelaah. mengoreksr dan menyampaikan hasil verilikasi
iokumen usulan pengesahan dan p€lantikan Kepala Dae€h
lan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada kepala biro. YA

Tidak

Dokumen usulan pengeshan dan
pelantikan Kepala Oaerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih yang telah
terverfikasi.

1 jam

Ookumen usulan pengesahan dan
relantikan Keoala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yang
telah teruerifikasi.

Jika noma dapatl
diselesaikan dalam 1

,am. Jika dokumen
belum lengkap waKu
penyelesaaan bi9

Vlemeriksa dokumen hasil verfikasi. Jika setulu,
nenandatangani dan menyampaikan ke kabag. Jika dokumen
)elum lengkap dikembalikan ke kabag untuk dilengkapi.

Tada k

Ookuren usulan p€ngesahan dan
pelantikan Kepala OaeEh dan Wakil

Kepala Daerah terpilih yang telah
terverifikasi.

1 Jam

Dokumen pengesahan dan
p€lantikan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Dasah terpilih yang
telah teruerfikasi.

I Vlenugaskan kasubag untuk menindaklanlut dokumen hasil
r'enfikasi usulan pengesahan dan pelantikan Kepala Oaerah
Jan Wakil Keoala Daerah temilih -t

Dokumen pengesahan dan
pelantikan Kepala Daerah dan Wakil

Xepala Daerah terpilih yang telah
teoermkasi.

15 menit

Ookumen pengesahan dan
pelantikan Kepala Dae€h dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yang
telah teruerifikasi.

10 tlenugaskan pengelola administrasi p€menntahan untuk
nenandaklanlutl dokumen usulan pengesahan dan pelantikan
(epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah
etuerilikasl

J Dokumen pengesahan dan
pelantikan Kepala Daerah dan Wakil

Kegala Oaerah terpilih yang telah
teryerfikasi.

15 menit

Dokumen pengesahan dan
pelantikan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yang
telah teryerfikasi.

11 $enindaklantutr dan rendokumentasikan dokumen hasil
/erilikasi usulan pengesahan dan p€lantikan Kepala Oaerah
lan Wakil Kepala Daerah lerpilih. A

I Selesai I

Ookumen pengesahan dan
pelantikan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih yang telah
teruermkasi.

1 lam

Dokumen pengesahan dan
p€lantikan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yang
telah terverifikasi.

rly

I

I
I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK

Nomor SOP 24 fahun 2019
Tanqqal Pembualan 7 Januari 2019
Tanggal Revisi

Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dr5. lvl IKFIAEL FERNANDEz
NtP. 19590924 198503 1 010

Judul SOP Pembuatan Surat Usulan Pengesahan dan Pelantikan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1.

2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 1 f ahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

3

5.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaKu.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanoanan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

SK Mendagri dikeluarkan berdasarkan sural usulan pengesahan dan pelantikan kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih oleh Gubernur.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

24



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag Pengembangan
Daerah, Pejabat Daerah

dan Pejabat Politik

Kasubag Pejabat
daerah dan Pejabat

Politik

Pengelola
Administrasi
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan kabag membuat sural usulan
pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih. berdasarkan dokumen hasil
verilikasi P Dokumen hasil verifikasi,

disposisi
10 menit Dokumen hasil verifikasi.disoosisi

2 \4enugaskan kasubag membual surat usulan
lengesahan dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil
<epala Daerah terpilih berdasarkan dokumen hasil
,eritikasi.

A Dokumen hasil
verifikasi,disposisi

10 menit Dokumen hasil verifikasi.dismsisi

Venugaskan pengelola administrasi pemerintahan
Tembual konsep surat usulan pengesahan dan t

Dokumen hasil
verifikasi,disposisi

15 menit
:erpilih berdasarkan dokumen hasil vermkasi dan
renyampaikan kepada kasubag.

Dokumen hasil verifikasi.disoosisi

\,,lembuat konsep surat usulan pengesahan dan
lelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
:erpilih berdasarkan dokumen hasil verifikasi dan
Tenyampaikan kepada kasubag.

Dokumen hasil
verifikasi,disposisi

2iam

Konsep surat usulan pengesahan
dan pelantikan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Oaerah terpilih dari

Gubernur

5 \4enelaah dan mengoreksi surat usulan pengesahan
lan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
faerah terpilih. Jika setuiu, menyampaikan ke kabag.

Konsep surat usulan pengesahan
dan pelantikan Kepala Daerah

1 jam

Konsep surat usulan pengesahan
dan pelantikan Kepala Oaerah dan

Jika tidak setuju dikembalikan ke pengelola
administrasi pemerintahan untuk diperbaiki.

Tidal dan Wakil Kepala Daerah terpilih
dari Gubernur

Wakil Kepala Oaerah terpilih dari
Gubemur

6 Venelaah dan mengoreksi surat usulan pengesahan
lan pelanlikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
)aerah terpilih Jika setuju, menyampaikan ke kepala

Konsep surat usulan pengesahan
dan pelantikan Kepala Daerah

30 menit

Konsep sural usulan pengesahan
dan pelantikan Kepala Daerah dan

liro. Jika tidak setuju dikembalikan ke pengelola
administrasi pemerintahan untuk diperbaiki.

Tidak dan Wakil Kepala Daerah terpilih
dari Gubemur

Wakil Kepala Daerah terpilih dari
Gubemur

7 Venelaah dan mengoreksi sural usulan pengesahan
lan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
faerah terpilih. Jika setuju, memaraf dan
menyampaikan ke kabag. Jika tidak setuju
likembalikan ke kabag unluk diperbaiki.

Konsep surat usulan pengesahan

30 menit

Konsep surat usulan pengesahan

Idak dan Wakil Kepala Daerah terpilih
dari Gubemur

Wakil Keoala Daerah teroilih dari
Gubemur yang telah diparaf

I Venugaskan kasubag untuk menindaklanjuti surat
Jsulan pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah dar
y'Vakil Kepala Daerah terpilih untuk diproses lebih

I
v

Konsep surat usulan pengesahan
dan pelantikan Kepala Daerah

15 menit

Konsep surat usulan pengesahan
dan pelantikan Kepala Daerah dan

anj ut. I I dan Wakil Kepala Daerah terpilih
dan Gubemur yang telah diparaf

Wakil Kepala Daerah terpilih dari
Gubemur yang telah diparaf

I Venugaskan pengelola administrasi p€merinlahan
Jntuk menindaklaniuti surat usulan pengesahan dan
eelanlikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
lerpalih untuk diproses lebih laniut.

Ir-F Konsep surat usulan pengesahan
dan pelantikan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih
dari Gubemur yang telah diparaf

15 menit

Konsep surat usulan pengesahan
dan p€lantikan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Oaerah terpilih dari

Gubemur yang telah diparaf

10 Mendistribusikan dan mendokumentasikan.
J

r"--t Konsep surat usulan pengesahan
dan pelantikan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih
dari Gubernur yang telah diparaf

I Jam

Nota dinas dan Konsep surat
usulan pengesahan dan pelantikan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih dari Gubemur yang
telah diparaf.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

N PENGEMBANGANAN DAERAH. PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT

Nomor SOP 25 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari 2019
Tanggal Revisi
Tanqqal Efrektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

NtP. 19590924 198503 1 010
IKHAEL

Judul SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) di Biro Pemerintahan.

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,

LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 8'l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1

2

4

ASN.

Pendidikan minimalSl.

Memahami sistematika penyusunan laporan.
Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2 SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Organisasi.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Pemerintahan.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKPJ tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
data/informasi dalam LKPJ yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
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No. Tahap Kagiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kepala Bagian
Kelembagaan
dan Analisis

Jabatan

Kepala Sub.
Bagian TU

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Organisasi

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I I 1n
1 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan

konsep laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ).

GP Agenda Kerja '15 menit Disposisi

2. Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKPJ dari tiap{iap bagian dan
menyerahkan kepada Kasubag.

-]-
ll-

Disposisi 15 menit Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan LKPJ kepada Kasubag.

Disposisi t hari Bahan laporan, disposisi

4. Mengonsep LKPJ kemudian menyerahkan
kepada Kabag. --l-J

Bahan laporan, disposisi t hari Konsep LKPJ Biro,
Jisposisi

Memeriksa konsep LKPJ. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala biro organisasi.
Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kasubag untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Konsep LKPJ Biro,
disposisi

l jam Draf LKPJ Biro, disposisi

6. Memeriksa draft LKPJ. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada

Tidak

Draf LKPJ Biro, disposisi l jam LKPJ Biro. disposisi

naoag seiuJu rger Kepaoa
Kabag untuk diperbaiki. Ya

7. Menyerahkan LKPJ kepada Kasubag untuk
ditindaklanjuti. n LKPJ Biro. disoosisi 10 menit LKPJ Biro

Menyerahkan LKPJ kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti. lr -1

LKPJ Biro, disposisi 10 menit LKPJ Biro, disposisi

I Menggandakan, mendistribusikan, dan
mendokumentasikan LKPJ Biro Oroanisasi.

v
ti_:_J

LKPJ Biro, disposisi l jam Laporan LKPJ, bukti
dokumentasi



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH. PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK

Nomor SoP 26 Tahun 2019
Tanogal Pembuatan 7 Janua(i 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahar'

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

NtP. 19590924 198503 1 010
Judul SOP Verifikasi Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRO
Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

'1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang- Undang Nomor'17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Penrakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

'1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat l\lasuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1 . Hasil verifikasi dokumen usulan PAW Pimpinan dan Anggota DPRD dijadikan dasar bagi cubernur
dalam menetapkan Keputusan untuk DPRD kabupaten/kota dan usulan PAW untuk mendapat
persetujuan lvlenteri Dalam Negeri

2. Apabila Fasilitasi Penggantian Antar Waktu terlambat dilakukan akan berdampak pada
terlambatnya PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, serta Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten/Kota se-NTT.

Data disimpan dalam bentuk softcopi dan hardcopi

dtY



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag Pengembangan
Oaerah, Pejabat

Daerah dan Pejabat
Politik

Kasubag Pejabat
Daerah dan Pejabat

Politik

Analis Pemerintah
Daerah

Kelengkapan Waktu Output

,l Menelaah surat usulan PAW dan disposisi pimpinan

selanjutnya mendisposisi dan menugaskan Kabag
melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan
PAW. P Disoosisi. Surat usulan PAW dan

Dokumen Usulan.
30 menit

Disoosisi. Surat usulan PAW
dan Dokumen Usulan.

Menelaah surat usulan PAW dan disposisi pimpinan

selanjutnya mendisposisi dan menugaskan Kasubag
melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan
PAW,

*
Disoosisi. Surat usulan PAW dan

Dokumen Usulan.
30 menit

Disposisi. Surat usulan PAW
dan Dokumen Usulan.

Mlenelaah surat usulan PAW dan disposisi pimpinan

selanjutnya menugaskan analis pemerinlah daerah
untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasa
USUIAN PAW,

Disoosisi. Surat usulan PAW dan
Dokumen Usulan.

30 menit
Disposisi. Surat usulan PAW

dan Dokumen Usulan.

4. Melakukan verifikasi dokumen kelengkapan
administrasi usulan PAW dan menyampaikan kepada
kasubag

Ya Oisposisi, Surat usulan PAW dan
Dokumen Usulan.

t hari
Dokumen usulan

kelengkapan administrasi
PAW yang telah terveritikasi.

5 Menelaah, mengoreksi dan menyampaikan hasil
verifikasi dokumen administrasi usulan PAW kepada
Kabag.

Ya _i
Tidak

Dokumen usulan kelengkapan
admrnistrasi PAW yang telah

terverifikasi.

'1 jam
Dokumen usulan

kelengkapan administrasi
PAW yang telah terverifikasi

6 Menelaah, mengoreksi dan menyampaikan hasil
verifikasi dokumen administrasi usulan PAW kepada
keoala biro.

Ya

Tidak

Dokumen usulan kelengkapan
administrasi PAW yang telah

terverifikasi.
1 jam

Dokumen usulan
kelengkapan administrasi

PAW yang telah terverifikasi.

7 Memeriksa dokumen administrasi usulan PAW hasil
verifikasi. Jika setulu, menandatangana dan
menyampaikan ke kabag. Jika belum memenuhi syarat
dikembalikan ke kabag untuk dilengkapi. Tidak

Dokumen usulan kelengkapan
administrasi PAW yang telah

terverifikasi.

'l jam
Dokumen usulan

kelengkapan administrasi
PAW yang telah terverifikasi.

Apabila normal selesai
dalam 1 iam, jika
belum lengkap bisa
sampai 1 manggu.

8 Vlenugaskan kasubag untuk menindaklanluti dokumen
administrasa usulan PAW hasil verifikasi. El Dokumen usulan kelengkapan

administrasi PAW yang telah
terverifikasi.

30 menit
Dokumen usulan

kelengkapan administrasi
PAW yang telah terverifikasi.

9 Menugaskan analis pemerintah daerah untuk
1]enindaklanjuti dokumen administrasi usulan PAW
lasil verifikasi.

-

Dokumen usulan kelengkapan
administrasi PAW yang telah

terverifikasi.
30 menit

Dokumen usulan
kelengkapan administrasi

PAW yang telah terverifikasi.

10 [,4enindaklanjuta dan mendokumentasikan dokumen
administrasi usulan PAW hasil verifikasi. .__i_____\t'"!-! Dokumen usulan kelengkapan

administrasi PAW yang telah
terverifikasi.

1 jam
Dokumen usulan

kelengkapan administrasr
PAW yang lelah terverifikasi

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH. PEJABAT DAERAH OAN PEJABAT POLITIK

Nomor SOP 27 fahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januati 2019
Tanggal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

-V,\_-E I/ryL
D rs. Tvl I KHAE LYE RNAN D Ez
NrP. 19s90924 198503 1 010

Judul SOP Pembuatan surat usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan Pembuatan Keputusan Gubernur NTT tentang PAW
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten,/Kota se-Nusa
Tenggara Timur.

Oasar Hukum : Kualifikasi oelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang- Undang Nomo|l7 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentano Grand Desion Reformasi Birokrasi

2010-2025.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2Q12 tentang Pedoman Penyusunan

dan Peneraoan Standar ODerasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerinlahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keiuar

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Hasil verifikasi dokumen usulan PAW Pimpinan dan Anggota DPRD dijadikan dasar bagi
Gubernur dalam menetapkan Keputusan untuk DPRD kabupaten/kota dan usulan PAW
untuk mendapat persetujuan lvlenteri Dalam Negeri.

2. Apabila Fasilitasi Penggantian Antar Waktu terlambat dilakukan akan berdampak pada
terlambatnya PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, serta Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-NTT.

Data disimpan dalam bentuk softcopi dan hardcopi
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No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Pejabat

Daerah dan Pelabat
Politik

Kasubag Pejabat
daerah dan Peiabat

Politik

Analis Pemerintah
Daerah

Kelengkapan Waktu Output

1 Venugaskan kabag membuat surat usulan
Penggantian Antar Waktu (PA\ 4 dan/atau
membuat draf Keputusan Gubemur tentang PAW
berdasarkan dokumen hasil verifl kasi. P Dokumen hasil veritikasi,

disposisi
10 menit

Dokumen hasil
verifikasi,disposisi

2 Menugaskan kasubag membuat surat usulan
Penggantian Antar Waktu (PAVU dan atau
membuat draf Keputusan Gubemur tentang PAW
berdasarkan dokumen hasil verifi kasi.

& Dokumen hasil
veriflkasi,disposisi

10 menit
Dokumen hasil

verifikasi,disposisi

3. Menugaskan analis pemerintah daerah membuat
sural usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) dan

0t_h Dokumen hasil
veritikasi,disposisi

15 menit
Dokumen hasil

verifikasi,disposisiatau membuat draf Keputusan Gubernur tentang
PAW berdasarkan dokumen hasil verifikasi dan
menyampaikan kepada kasubag.

\rlembuat konsep surat usulan Penggantian Antar
r'Vaktu (PAW dan atau membuat draf Keputusan
3ubernur tentang PAW berdasarkan dokumen hasil
/erifikasi dan menyampaikan kepada kasubag.

YA
Dokumen hasil

verifikasi,disposisi
2lam

Konseo surat usulan usulan
Penggantian Antar Waktu

(PAW) berdasarkan
dokumen hasil verifikasi

5 Venelaah dan mengoreksi surat usulan
renggantian Antar Waktu (PAVV) dan atau
Tembuat draf Keputusan Gubernur tentanq PAW YA

Konsep surat usulan usulan
Penggantian Antar Waktu

1 Jam

Konsep surat usulan usulan
Penggantian Antar Waktu

(PAW) berdasarkan
dokumen hasil verifikasi

Jerdasarkan dokumen hasil verifikasi dan
nenyampaikan kepada kabag.

UOaK
(PAW)

hasil verifikasi

b. Venelaah dan mengoreksi sural usulan
Penggantian Antar Waktu (PAVV) dan atau
membuat draf Keputusan Gubemur tentang PAW
cerdasarkan dokumen hasil verifikasi dan
nenyampaikan kepada kepala biro.

Tidak

Konseo surat usulan usulan
Penggantian Antar Waktu

(PAW) berdasarkan dokumen
hasil verifikasi

30 menit

Konsep surat usulan usulan
Penggantian Antar Waktu

(PAW) berdasarkan
dokumen hasil verifikasi

7 Menelaah dan mengoreksi surat usulan
Penggantaan Antar Waktu (PAVV). Jika setu.iu,
memaraf dan menyampaikan ke kabag. Jika tidak
setu.iu dikembalikan ke kabag untuk diperbaiki.

IOaK

Konsep surat usulan usulan
Penggantian Antar Waktu

(PAW berdasarkan dokumen
hasil verifikasi

30 menrt

Konsep surat usulan
Penggantian Antar Waktu
(PAW dari Gubernur yang

diparaf

e Vlenugaskan kasubag untuk menindaklanjuti surat
usulan Penggantian Antar Waktu (PAW untuk
diproses lebih lanjut.

Konsep surat usulan
Penggantian Antar Waktu
(PAW dari Gubernur yang

diparaf

15 menit

Konsep surat usulan
Penggantian Antar Waktu
(PAW dari Gubernur yang

diparaf

9 Menugaskan analis pemerintah daerah untuk
menindaklanjuti surat usulan Penggantian Antar
Waktu (PAW) untuk diproses lebih lan.tut.. -I--rl-

Konsep surat usulan
Penggantian Antar Waktu
(PAW dari Gubernur yang

diparaf

15 menrt

Konsep surat usulan
Penggantian Antar Waktu
(PAW) dari Gubemur yang

diparaf

10 Mengajukan penandatanganan surat usulan PAW
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT
dan/atau mengajukan penandatanganan Keputusan
Gubernur NTT tentang PAW Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabuoaten/Kota.

Konsep surat usulan
Penggantian Antar Waktu
(PAVV) dari Gubernur yang

diparaf

1 Jam

Surat usulan PAW dan/atau
SK PAW asli yang

ditandatangani Gubemur

11 Mengolah dan mendistribusikan Surat Usulan
dan/atau SK Gubernur. 6 Surat usulan PAW dan/atau SK

PAW asli yang ditandatangani
Gubernur

Surat usulan PAW dan/atau
SK PAW asli yang siap

didistribusikan.

r I

+
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN OTONOMIDAERAH

Nomor SOP 28 Tahun 2019
Tanqqal Pembuatan 7 Januari2Ol9
Tanggal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

I
1l/!6vt/i'(

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ
W

Judul SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) di Biro Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,

LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepad Masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1.

2.

J.

4.

ASN.

Pendidikan minimal S1.

Memahami sistematika penyusunan laporan.
Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Pemerintahan.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Pemerintahan.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Perinqatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
data/informasi dalam LPPD yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
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Keterangan
KelengkapanKepala Biro

Pemerintahan

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Pejabat

Daerah, dan Peiabat
Politik

6Cas6-Tasubag untuk mempersiapkan

konsep laporan Pertanggung.iawaban

ffiaan, evaluasi

dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan

penyusunan LPPD dari tiap-tiap bagian dan

menverahkan kePada Kasubag'

an dan .enYerahkan baha

@oian menYerahkan

Draf LPPD Biro, disposisi

konsep LPPD Jika setuiu

menyamPaikan kePada kePala btr

oemerintahan. Jika tidak setuju mengembalika

a Kasubag untuk diPerbaiki

Draf LPPD Biro,

ffi Jika setuju

Kabag Jika tidak setuju mengembalikan

LPPD Biro, disPosisi

.ytatdn LPPD kePada Kasubag

6GAhka" LPPD Lepada analis perencanaan'

evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklaniuti'

LPPD Biro, disposisa

trltenggendakan, mendistribusikan dan

r.n"ni6krt"ntasikan LPPD Biro Pemerintahan'
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No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Kabag
Pengembangan
Daerah, pejabat

Daerah, dan Pejabat
Politik

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I I 10

1 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan
konsep laporan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah (LPPD). E-

Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Memerintahkan analis perencanaan, evaluasl
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LPPD dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kePada Kasubag.

Jtl
Disposisi 15 menit Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan LPPD kePada Kasubag.

-

Disposisi t hari Bahan laporan, disposisi

Mengonsep LPPD kemudian menyerahkan
kepada Kabag. t-- If

Bahan laporan, disposisi t hari Konsep LPPD Biro,
disposisi

5 Memeriksa konsep LPPD Jika setuju
menyampaikan kepada kePala biro =J

Ya

Konsep LPPD Biro,
disposisi

l jam Draf LPPD Biro, disposis

pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk diPerbaiki

o. Memeriksa draft LPPD. Jika setuju

menandatangani dan menyerahkan kepada
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki.

Tidak +
Draf LPPD Biro,
disposisi.

l Jam LPPD Biro, disposisi

Ya

7 Menyerahkan LPPD kepada Kasubag untuk

ditindaklanjuti. [:
LPPD Biro. disoosisi 10 menit LPPD Biro, disposisi

6 Menyerahkan LPPD kepada analis perencanaan,

evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti. lr-
LPPD Biro, disposisi 10 menit LPPD Biro, disposisi

I Menggandakan, mendistribusikan dan
mendokumentasikan LPPD Biro Pemerintahan.

__il_
tr","* J

LPPD Biro, disposisi l jam LPPD Biro, bukti
dokumentasi
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Keterangan
KelengkapanKepala Biro

Pemerintahan

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Peiabat

Daerah, dan Pejabat
Politik

-memPersiaPkan

Menugaskan Kasubag t

konsep laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah (LPPD)'

fficanaan' evaluasi

pelaporan untuk mengumpulkan baha

LPPD dari tiaP-tiaP bagran

menyerahkan kePada Kasubag Bahan laporan, disPosisi

tvtenTrmp-,tt an- Oan menyerahkan bahan

nan LPPD kePada Kasubag'

f<onsep I-PPO Jika

menyamPaikan kePada kePala blro

pemlrintahan. Jika tidak setuju mengembalikan

kepada Kasubag untuk diPerbaiki

ffi. Jika setuju

menandatangani dan menyerahkan kepada

Kabag. Jika tidak setuiu mengembalikan

Kabag untuk diPerbaiki.
LPPD Biro, disposisi

@da Kasubag untuk

tr,ai.anxa" Lppo kepada analis perencanaan'

evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti'

ganOaXan, mendistribusikan d€

."ndokr."ntasikan LPPD Biro Pemerintahan'
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